- v —— g o S w - ._.. .;‘
" __.-—-Hﬂ-——-'—*""———-ﬁ—————_........__.._._——————————-.——_——-—.—.—-——-».-m—————wmn—-——'

KABUPATEN GOWA
Nomor 02 TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2001

OZ» -2z

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA |

Diterbitkan Oleh :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA




o

 PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 02 TAHUN 2001

TENTANG

'PEMBENTUKAN'ORGAMSASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

Merimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA

a. bahwa dalam rangka pehyelenggaraan Otonomi

Daerah sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah maka periu

disusun Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gowa

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaganmana
| dlmaksud di atas maka periu ditetapkan dt_engan

Peraturan Daerah

. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah  Tingkat 1 di

| Sulawesi (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 nomot

74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822) |
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i Undang-und

-

ang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Ri Tahyp
1999 Nomor &0, Tambahan Lembaran Negarg R

Nomor 3839) ;

" Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 fentang
Pperimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusa

dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

3848) ;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3890)

Peraturan Pemermtah Nomor 6 Tahun 1988

“tentang Koordmasn Kegiatan Instansi Vertikal d!
- Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1988 Nomor

10, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3373) .

Peraiurari Pemerintah Nomor 25 Tahun 20001
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaral
Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambehe!
Lembaran Negara Rl Nomor 3952);
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. 7. Peraturan Pemerintah Nomor ‘g4 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Ri Tahun 2000 Nomor 165) |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
{entang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Ri

‘Nomor 4017) ;

9. Keputusan Presiden Nomor A4 Tahun 1999 tentang
- Tehnik ~ Penyusunan ~ Peraturan Pemndang—
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerihtah dan Rancangan
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Rl Tahun
1999 Nomor 70). L

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri- dan -Otonomi
Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman
Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

| Dengan persetu;uan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA
MEMUTUSKAN



~ Menetapkan " TENTANG

Uren DAERAH KABUPATEN gq
PERAT R MBENTUKAN ORGANISASI DAN }gg

NG P MTARIAT DAERAH DAN SEKRETA
KERN. . PERWAKILAN - RAKYAT DAE?Q,I

DEW
KABUPATEN GOWA. -

BAB |
KETENTUAN UMUM

,,,,,

Dalam Peraturan Daerah ini'yang' dimaksud'dengan .

Daerah adalah Kabupaten Gowa

a.

. Daerah dar Sekretariat DPRD Kabupaten Gowa ;

P'emenntah Daerah edalah Kepala Daemh beserta Perangkat Daemh
Otonom yang lain sebagat Badan Eksekutiﬁ Daerah
Kepala Dagrah adalah Bupati’ Gowa '

‘Dewan Fzrwakilan :=3akyat .D=erah sela!uutnya disebut DPRD, adalah

DPRD Kebupaten Gewa |

Sekretaris Daerah &abupatel adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Gowa ;
Sekretaris Dewan ‘Parwakilan Rekyat:Dserah adatah Sekretaris Dewan

“PerwakilemReakyat Dzerah Kai:upaten Gowa

Asisten achlah Asisten Sekreteris Daerah Kabupaten Gowa ;
Bagien adalah Bagian yang ada pada orgmlsasi Sehetanat Daerah dn

Sekretariat E’JPRD Kabmpaten Gowa | ;
Sub Bagian adalah Sub Bagian yang ada pada organlsasl Sekretarifit

Kelompok Jzbatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan FU"QS"’"
Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa :
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BAB |l

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
Pembentukan dan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsl
dan Susunan Organisasi

: Bagian Pertama
- Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk gekretariat Daerah Kabupaten
(2) Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah

Kabupaten | |
(3) Sekretaris Daerah Kat_:upaten edalah unsur. staf yang berada dan

bertanggung jawab fangsung kepada Kepala Daerah

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

SRR,
o

Sekfetariat Daerah Kabupaten memhimyai tugas membantu Kepala Daerat

delam melaksanakan tugas pokok t}enyelenggaraan pemerintahan

administrasi, organisasi dan tatalaksana serfta memberikan pelayanal

administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. '
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Bagian Ketlga
Fungsl

' Pasal 4

Untuk penyelenggaraan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasa) 3

di atas, Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasi_kan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupatep

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan

c. Pengelqlaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan Ssarana
Pemerintahan Daerah Kabupaten :

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesyg

dengan tugas fungsinya

Baglan Keempat
Susunan Organlsasi

Pasal 5
Sekretariat Daerah Kabupaten tefd;ri dari;
Sekretaris
Asisten

Bagian
Sub Bagian -

a o T o

- ’ Pasal-6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, terdin dari :

a. Asisten Pemerintahan



1. Bagian Pemerintahan

- Sub Bagian Perangkat Daerah
. Sub Bagian Ketertiban Umum
Sub Bagian Perangkat Desa
2. Bagian Hukum |
- Sub Bagian Peraturan dan Perundang-undangan 3
- Sub_Bagtan Bantuan Hukum
. Sub Bagian Dokumentasi Hukum _
b. Asisten Ekonomi Pembangunan
1. Baglan Perekonomian
. Sub Bagian Pembinaan serta Monitor Sarana Perekohomian
. Sub Eagian Perizinan | r |
- Sub Bagian Peningkatan Praduksu
9. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan
Sub Bagian Pengendalian
. Sub Bagian Pelaporan |
c. Asisten Administrasi
1. Bagian Organisasi
- Sub Baglan Kelembagaan
| ’-'A"‘ Sub Baglan Ketatalaksanaan
" subBaglan Perpustakaan |
2 Bagxan Umum | :
. Sub Bagian Tata Usaha dan K(wéngan Sekretariat Daerah
. Sub Bagian Perjalanan dan Protokol 44
. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi




3. Bagian Keuangan
Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Perbendaharaan
Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi

d. Asisten Kesejah(eraan Rakyat
1. Baglan Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Perempyan -

Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga
- Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
2. Bagian Pembinaan Keagamaan
“" " 'sub Bagian Keagamaan
- Sub Bagian P2mbinaan Kehidupan Beragama
(2) Uraian Tugas mgasing-mésihg unit diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Kepala Daerah

Baglan Kelima
Tata Kerja

Pasal 7

(1) Dalam -melaksanakan tugasnya Sekreiaris Daerah Kabupaten para
‘Asisten, Kepala Baglan dan Kepala Sub Baglan menerapkan PriITSip

koordinasi, integrasi dan slnkronlsasl secara vertikal dan honzontal
kretariat D?_erah

(2) Setiap plmpman ‘satuan organisasi dalam lingkungan Se 2,
mengkoordm“

Kabupaten bertanggung jawab “memimpin dan sl
g
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta P

- bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



‘Pasal 8

(1) Setiap pimpinan satuan’tuga's' organisasi dalam melaksanakan tugas
bertanggung jawab kepada atésan.

(2) Seliap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih
lanjut untuk memberikan pétunjuk kepada bawahan

Pasal 9 |

Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian sesuai
dengan bidang tugasnya |

Pasal 10

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Fasal 11 '-

Sub Bagian'Sandi dan Telekoﬁiunikési dalam menjalankan tugasnya taklis
operasional bérada dibawah dan bertanggung jawab kepada~Sekretaris
Daerah Kabupaten, sedang tehnis administrasi berada dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Bagian Umum |

"o



- BAB Il
'PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN.

Pasal _1 2 |

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten diangkét dan diberhenﬁkan oleh Kepala
Daerah atas persetujuan Pimpinan DPRD |
(2) Asisten, Kepala Bagtan dan Kelompok Jabatan Fungsional dlangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah
(3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah

Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah
@) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilakukan sesuai has1
rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

Daerah |
BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

~Pem bentukan dan Kedudukan Tugas Pokok,
Fungsl dan Susunan Organisast

g4

Bagian Pertama
Pem bentukan dan Kedudukan

Pasa! 13

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dsbentuk Sekretanat DPRD
(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD
(3) Sekretaris DPRD adalah unsur staf yang ‘membantu Pimpinan DPRD

dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
104



Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 14

Sekretaris DPRD merﬁpunyai tugas melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan sidang-sidang. pengurusan rumah tangga dan keuangan

DPRD.

Baglan Ketiga
Fungsl

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal
14 di atas , Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

a. Koordinasi dalam arti mengatur dan ‘membina keqasama

mengintegrasikan dan mensmkromsasnkan se!uruh penyelenggraan tugas .

Sekretariat DPRD :
b. 'Menyusun perencanaan, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan

perumusan kebijakan pimpinan DPRD.
¢. Pembinaan admmnstrass dalam arti membina urusan tata usaha,

mengelola keuangan dan perbekelan DPRD.
d. Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat-rapat yang

diselenggarakan oleh DPRD
e. Memelihara, membina ketertiban dan keamanan.



~ Baglan Keempat
~ Susunan Organisas|

Pasal 16

Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris " :

b. Bagian

¢. Sub Bagian
:Pesei 17

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Bagian Umum, meliputi :
1) Suh Bagian Tata Usahé g
2) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi
b. Bagian Persidangan dan Risalah, meliputi :
1) Sub Bagian F'érsidengan ik
-2) Sub Bagian Risalah -
¢. Bagian Keuangan, meliputi :
1) Sub Bagian Anggaran _

"2) Sub Bagian Perbendaharaan
(2) Uraian tugas masing-masing Unit diatur lebih lanjut dengan Keputusan

-

T & TR

Kepala-Daerah-
| - Bagian Kelima
Tata 'Kerja
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Pasal 18

Sekretaris DPRD, dalam menjalankan tugasnya benanggﬁng jawab kepeda

Ketua DPRD dan secara teknis administrasi b’eﬂanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten

Pasal 19

RU, Dalam melaksanakan .tugasnya pimpinan satuan organisasi dalam.
lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin,

mengkoordinasikan kegiatan masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretatiat DPRD -
berlanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 20

(1) Setiap lepinan'aatuan Orgeanisasi bertanggung jawab kcpada atasan

masmg—masmg dan menyampalkan Iaporan berkala tepat pada waktunya
Q@ Setlap Iaporan yang diferima oleh plmpznan ‘satuan organisasi dari
bawahan Wajtb diolah dan-~dlpergunakan sebagai ‘bahan penyusunan

laporan.



BAB V '
PENGANGKATAN DAN PEM BERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasat 21

(1) Sekretaris DPRD diangkét dan diberhantikan oleh Kepala Daerah‘ atas
persetujuan Ketua DPRD.

- (2)"Kepala'Bagian.diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian diangkat dan’diberhentikan oleh Sekretaris Daerah
atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

{4) P'engj"ahgkatah“dan" pembe"rhenti'a'h’"dalém' jabatan dilakukan sesuai hasil

rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
: Daerah

bAB AL
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 22

i3 Lo i

i i : b Fo
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(1) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungs:onal dlbentuk berdasarkan ‘

kebutuhen dan kemampuan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah

(2) Uraian tugas, masing-masing Jabatan Fungsional dan Jabatan Struktural

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .



Pasal 23

{1) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan sesda cusunan kepegawaian diatur
seisuai dengan Peraturan Pgrundang-undahgén yang berlaku. '

(2) Bagan Strukiur Orgenisasi dan Tata kera Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Daergh ini merupakan bagian yang tidak terpisahken dari Peraturan
Daerah ini

‘. C‘ Y

-

. pasal 24

"4

- -

(1) Dengan perlakunya Peraturan Daerah ini' maka ‘serﬁua peratur’an
Tata Keria

sebelumnya yang mengatur tentang Susunan Org.anisgs_i e&an;

Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat DPRD lKa_b__qp_atgn‘Gowa-

- 2 ¥ N N, 7
= et

dinyatakan tidek perlaku lagi. e T = SR

. dalam Peraturan Daerah ini sepanjand

(2) Hal — hal yang belum diatu
an diatur lebih lanjut dengan Keputusan |

mengenai pelaksananny@ ak

Kepala Daerah

15



Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setaap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerap

' Kabupaten Gowa
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Lembaran Daerah Kabupaten Gowa
No_mﬁr 02 Tahun 2001

Disahkan di
Pada tanggal

: Sungguminasa
: 21 Maret 2001

BUPATI GOWA

car/m




